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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ata berkah dan RahmatNya,

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjadi

usulan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi tengah untuk dituangkan dalam

Rencana Kerja Anggaran, dan sekaligus merupakan penjabaran dari Renstra.

Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini

bisa memberikan gambaran kepada semua pihak berkepentingan, khususnya

Pemerintah Sulawesi Tengah tentang rencana program dan kegitaan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2026.

Palu, Desember 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya

NIP. 19680825 199412 2 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang

disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pariwisata Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk

periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD

2026. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah dilakukan dengan melihat hasil kinerja perangkat daerah yang dicapai

pada tahun sebelumnya, fenomena yang terjadi pada tahun berjalan dan isu

strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya

merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, dimulai dari

tingkat kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sebagai

sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Renstra

(Rencana Strategis) Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Perangkat Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 antara

lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoensia Nomor 5587);
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3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Perangkat

Daerah) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
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13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);

14. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);

15. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,

dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2021-2026;

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016

tentangFungsi dan Tugasserta Tata Kerja pada DinasPariwisata.

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a.Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah adalah untuk :

- Meningkatkan kesinambungan dan korelasi dokumen perencanaan Dinas

Pariwisata Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah;

- Menjadi kontrol dalam pencapaian target tujuan Renstra Dinas Pariwisata

Daerah;

- Menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar perumusan target

kinerja dan penganggaran program kegiatan demi terwujudnya

optimalisasi pencapaian manfaat.

b. Tujuan
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Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memudahkan

pelaksanaan Program kegiatan dan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan semua Unsur

Pimpinan yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijakan

pembangunan pada tahun yang akan datang.

Sistematika Penyusunan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun

berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
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HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Pada Perangkat Daerah

Target kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan pada target indikator Renstra

Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 program dan 15 kegiatan dan 41

Sub Kegiatan pada tahun 2023. Secara keseluruah mencapai target sebesar 100%

yang berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan katagori Sangat

Baik.

Secara umum melihat capaian realisasi pelaksanaan Renja Tahun lalu

khususnya Program teknis yang mencapai rata-rata 95%, hal ini mengalami

peningkatan dari capaian indikator Renstra yang pada tahun 2023 secara

keseluruhan juga mencapai rata-rata 90%. Namun begitu, tetap dilakukan

evaluasi. Capaian kinerja tahun 2025 ini berdasarkan perubahan indikator pada

Review Renstra karena adanya nomenklatur baru. Sehingga memudahkan

pencapaian dan pengukuran indikator untuk menunjang capaian system merit

pemerintah daerah.

Dengan terbitnya Permengadri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah keseluruhan program dan

kegiatan mengalami perubahan nama dan indikator yang secara tidak langsung

berdampak terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

perangkat daerah. Dikarenakan berubahnya sPub kegiatan beserta indikatornya

sehingga capaian indikator 2 tahun terakhir kami sajikan sebagaiman table 2.1

dibawah ini :
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Realisasi IKU/IKK yang telah dilaksanakan secara umum semua terlaksana

dengan baik sesuai harapan. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi

Tengah berjumlah 26.550 0rang atau naik sebesar 106.2%. Sedangkan jumlah

kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah pada Periode November 2025

berjumlah 11.668.933 orang atau naik sebesar 87.52%.

Perbandingan Jumlah Kenaikan Kunjungan Wisatawan

NO. URAIAN

JUMLAH KUNJUNGAN

WISMAN WISNUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025

848
1.085
3.280
8.382
22.293
28.165

475.746
713.618
1.317.958
5.139.979
8.246.947
11.668.933

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pariwisata Prov.Sulteng

Tahun 2025 Jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang

diperoleh dari kontribusi pariwisata terhadap Rasio PDRB Penyediaan

Akamodasi Makan dan Minun dan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap

PDRB ADHB Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO
Periode Tahun

Rasio PDRB
Penyediaan Makan

dan Minum

Proporsi Ekonomi
Kreatif Terhadap

ADHB
1. 2024 0.32 -
2. 2025 0.31 -

Sumber Data: BPS dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Prov. Sulteng

Kineja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2026, dapat dilihat pada table

berikut ini :
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2.3. Isu-isu Penting Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan pada identifikasi permsalahan yang ada dan telaahan visi

dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah

diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergampar dengan jelas tentang

pelayanan OPD Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan

tersebut bila ditinjau darii aspek impikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan

hal -hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan

Pariwisata Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Rendahnya Daya Saing Sektor Pariwisata;

2. Keanekaragaman wisata bahari, alam dan budaya belum terintegritas secara

optimal;

3. Keterbatasan sarana pendukung (bandara, pelabuhan, hotel, restoran, akses,

jalanan)

4. Belum ada paket wisata bernilai tambah yang mendorong pusat-pusat

ekonomi baru;

5. Perlunya peningkatan daya saing melalui promosi terarah, kualitas destinasi,

SDM dan investasi;

6. Pentingnya menjaga kualitas lingkungan (carrying capacity) dan

kesiapsiagaan bencana di daerah wisata.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 seluruh program

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Renstra

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari rancangan awal

RKPD Provinsi Sulawesi Tegah meski telag sesuai dengan dokumen Renstra

namun masih terdapat beberapa target yang perlu disesuaikan dengan alokasi

anggaran yang ada.

Renja Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 Provinsi

Sulawesi Tengah yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung
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pencapaian visi dan misi program prioritas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas pariwisata tahun 2026 dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai

bagian dari tahapan penyusunan RKPD, dengan memperhatikan arah kebijakan

pembangunan daerah, prioritas pembangunan serta sasaran dan indicator

kinerja perangkat daerah. Proses penelaahan ini dilakukan untuk memastikan

bahwa usulan yang dhimpun dari masyarakat selaras dengan dokumen

perencanaan daerah, mendukung pencapaian target pembangunan sektor

pariwisata, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara evaluai Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dengan tetap mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah serta prinsip efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 Pemerintah

berkomitmen agar belanja negara baik pusat maupun daerah harus difokuskan

pada program-program prioritas nasional yang merujuk pada Asta Cita Presiden.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema “ kedaulatan pangan

dan energy serta ekonomi yang produktif dan inklusif”. Prioritas Pembangunan

Tahun 2026 menekankan tiga pesan utama yaitu :

1. Meneguhkan kedaularan pangan dan air;

2. Mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital dan

penguatan daya saing;

3. Menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Program prioritas unggulan yang diusung antara lain program makan bergizi,

pembangunan 3 juta unit rumah, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat

dan digitalisasi Pendidikan, program pengurangan kemiskinan terpadu serta

pengelolaan sampah terpadu.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyelaraskan kebijakan

pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekaligus

mengintegritasikan program lintas sector guna mencapai target pembangunan

nasional dan daerah. RKPD Tahun 2026 mengusung tema “ Berani Meningkatkan

Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi

Yang Inklusif” tema ini sejalan dengan prioritas nasional untuk mendorong

pertumbuhan Ekonomi, pengurangan kimiskinan dan pembangunan SDM

unggul. Ada Sembilan (9) program Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala,

Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas.

Masing-masing menarget sektor Pendidikan, kesehatan hingga birokrasi.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada Renstra Tahun 2025-

2029 dan Rancagan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-

2029 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada

Tahun 2026 selasar dengan visi, mis serta tujuan pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut beberapa tujuan Renja Tahun 2026 :

 Merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

serta indicator kinerja yang ada dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029;

 Menetapkan prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan pada

tahun 2026, yang sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah

dirumuskan dalamm Resntra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

 Menyusun anggaran yang optimal untuk mendukung pencapaian target-target

yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan program yang memiliki

dampak besar terhadap pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) fokus pada pencapaian prioritas pembangunan

daerah yang telah diidentifkasi dalam RPJMD 2025-2029 untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka implementasi

pencapaian sasaran dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Provinsi

Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja

Tahun 2026

1 Meningkatnya Rasio PDRB
Penyediaan Akomodasi Makan dan
Minum

Rasio PDRB Penyediaan
Akomodasi Makan dan Minum

0,37

2 Meningkatnya Jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara

Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara

28.075

3 Meningkatnya Proporsi PDRB
Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB
ADHB

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Terhadap PDRB ADHB

3,845
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3. 3 Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan kegiatan tahun 2026 didasarkan pada Renstra

dan RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dikelompokkan sesuai fungsi

program dan kegiatan yang mencerminkan hasil yang dapat diukur maka Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 5 program dan 13 kegiatan

sesuai target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026.

Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun

berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administasi Umum Perangkat Daerah

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFATAAN

DAN PERLINDUNGAN INTELEKTUAL

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana

b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
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5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF

a. Pelaksanaan Peningkatakan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan

pendanaan terhadap Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada tahun

awal perencanaan 2025 dan target kinerja program dan kerangka pendanaan yang

sesuai dengan program kegiatan dan indikator yang telah dipetakan dapat tabel di

bawah ini :
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BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis.

Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis secara menyeluruh yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 tergantung pada sikap,

mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Meninjau keberhasilan

bukan hanya pada output tapi sampai pada outcomemerupakan cara yang baik sebagai

Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik dibidang keparwisataan dan ekonomi kreatif yang

arahnya sebagai pedoman dalam penyusunan rencana belanja tiap-tiap bidang yang

saling berkaitan dalam pencapaian target Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata secara terus menerus dengan perbaikan

mekanisme dan standar mutu pelayanan yang sesuai menjadi perhatian penting dalam

arah kebijakan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.


